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WALI KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BALIKPAPAN,A

a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat
ini sehingga perlu diubah,
.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudb.

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota

tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah

Daerah,
.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1
Indonesia Tahun 1945:

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan2.

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
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II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Deerah Tingkat II

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun

1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3

Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor S1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756),

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor &6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856),
. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,

Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 572):

. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

(Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 17):

3.

4.

5.

6.



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 2 dalam Peraturan Wali Kota Nomor

16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah

Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor

17) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada
Komisi.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
Wali Kota,
wakil Wali Kota:
direktur rumah sakit,
pejabat struktural,
pejabat pembuat komitmen:

a.

b.

d.

e.

auditor,£

pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di

Daerah:
h. pengelola pengadaan barang/jasa:
i. staf khusus,

ajudan, dan
k. bendahara.
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Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Februari 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

RAHMAD MASUD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal » Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN


